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BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 46 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah             

Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat   : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017                    

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden         

Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri           

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 450); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomorv 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah            

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2021 Nomor 4 Seri A); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2021 Nomor 2 Seri A); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor  1 

Seri A); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 
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Pasal 1 
 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas : 

a. Pendapatan Daerah 

1. Pendapatan Asli Daerah  Rp1.801.982.663.587,19  

2. Pendapatan Transfer  Rp2.699.903.720.332,00  

3. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp       2.963.210.928,00 

   Jumlah Pendapatan Daerah Rp4.504.849.594.847,19 

            

b. Belanja Daerah 

1.  Belanja Operasi 

a) Belanja Pegawai Rp1.490.285.235.545,00 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp1.437.472.944.026,82 

c) Belanja Subsidi Rp       2.429.079.999,00 

d) Belanja Hibah Rp   281.646.372.888,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp     99.644.813.663,00 

f) Jumlah Belanja Operasi        Rp3.311.478.446.121,82   

 

2.  Belanja Modal                

a) Belanja Tanah Rp      62.038.724.940,00      

b) Belanja Peralatan dan Mesin Rp    199.487.326.568,00  

c) Belanja Bangunan dan Gedung Rp    130.122.924.155,00  

d) Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp    448.013.072.185,80  

e) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp           612.189.111,00 

f) Belanja Aset Lainnya Rp        5.652.650.584,00 

  Jumlah Belanja Modal Rp    845.926.887.543,80   

 

3.  Belanja Tidak Terduga Rp      12.596.661.169,00 

 

4.  Belanja Transfer 

a) Belanja Bagi Hasil Pajak Rp    106.557.674.241,00 

b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Rp          6.416.824.026,00 

c) Belanja Bantuan Keuangan Rp      566.935.253.042,00 

Jumlah Belanja Transfer Rp     679.909.751.309,00 

  

   Jumlah Belanja Daerah Rp  4.849.911.746.143,62  

              Defisit   (Rp   345.062.151.296,43) 

 

c. Pembiayaan Daerah 

 a. Penerimaan Rp      842.259.150.481,06     

b. Pengeluaran Rp          2.319.000.000,00  

         Jumlah Pembiayaan Neto Rp     839.940.150.481,06  

Sisa lebih pembiayaan anggaran                             Rp     494.877.999.184,63 

                 

Pasal  2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
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Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
  

 

 

 
Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 10 Agustus 2023 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 
 

                    ttd 

 

 

ANDJAR SURJADIANTO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 46 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
NOREG PERBUP : 46 TAHUN 2023 

 

Ditetapkan  di  Sidoarjo 
pada  tanggal 10 Agustus 2023 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 

ttd 
 
 

AHMAD MUHDLOR 
                                

 
 


